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Didasari pandangan bahwa peranan pemerintah diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi sehingga
berkembang teori-teori perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi berbagai akibat yang
ditimbulkan oleh mekanisme pasar. Di sisi lain, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan lahan
atau ruang sebagai wadah kegiatan untuk menciptakan nilai tambah, yang keberadaannya terbatas. Sehingga
diperlukan upaya untuk pengaturan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang
dan penurunan kualitas ruang. Penataan ruang merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam

mengal okasikan dan mengatur pemanfaatan lahan.

Kondis Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat permasal ahan dalam mengal okasikan sumber
dayalahan yang terbatas dan adanya berbagai kendala dalam menciptakan pertumbuhan wilayah. Tujuan
dari penelitian adalah menelaah mengena penggunaan lahan yang ada serta rencana penggunaan lahan yang
telah ditetapkan RTRWP, apakah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Bagaimana
pengaruh suatu kebijakan pengaturan penggunaan lahan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Penelitian difokuskan pada pengaruh kebijakan pengaturan penggunaan lahan terhadap pencapaian alokasi
penggunaan lahan yang optimal sehingga pencapaian PDRB maksimal. Kebijakan pengaturan penggunaan
lahan merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan, yaitu kebijakan mengenai penentuan
batasan juga penggunaan lahan untuk kawasan industri dan kebijakan mengenai perlunya swasembada
pangan yang memerlukan batasan luas penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian. Asumsi yang digunakan
dalam analisisini adalah pertama, bahwa suatu penggunaan lahan untuk kegiatan tertentu akan
menghasilkan nilai tambah bruto bagi lapangan usaha yang bersangkutan; kedua, besarnya nilai tambah
bruto yang dihasilkan dari suatu penggunaan |ahan dianggap tetap; ketiga, luas lahan yang dapat
dimanfaatkan dianggap tetap.

Kesimpulan penelitian adal ah:

- Luas penggunaan lahan suatu kegiatan tertentu mempuyai pengaruh yang positip terhadap pembentukan
nilai tambah bruto sektoral yang bersangkutan. Semakin besar luas penggunaan lahan suatu kegiatan akan
semakin besar pulaterbentuknyanilai tambah bruto sektor yang bersangkutan.

- Kebijakan pengaturan penggunaan akan mempengaruhi pencapaian alokasi penggunaan lahan optimal dan
besarnya PDRB yang dihasilkan

- Komposisi penggunaan lahan saat ini (kondisi obyektif tahun 1998) menghasilkan PDRB yang lebih kecil
dibandingkan dengan kondisi pada komposisi penggunaan lahan optimal (kondisi pada pemecahan optimal).
- Komposisi penggunaan lahan sesuai RTRWP Jawa Barat yang telah ditetapkan diperkirakan akan
menghasilkan PDRB yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi komposisi penggunaan |ahan optimal
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(kondisi pada pemecahan optimal).

- Dengan melihat pemecahan optimal yang menghasilkan PDRB maksimal adalah alternatif 2.c. Hal ini akan
mengimplikasikan pada akan berubahnya penggunaan lahan kegiatan pertanian menjadi kegiatan non
pertanian, yang semula (tahun 1998) seluas 3.596.214 hektar menjadi 888.696,23 hektar. Semakin
meluasnya penggunaan lahan untuk kegiatan industri, permukiman, perdagangan, jasa dan kegiatan lainnya.
Penggunaan lahan industri dari 30.151 hektar menjadi 472.120,94 hektar. Penggunaan lahan permukiman,
perdagangan dan jasa dari 482.236 hektar menjadi 928.899,88 hektar. Penggunaan lahan lainnya dari
158.169 hektar menjadi 371.559,95 hektar.

- Analisis sengitivitas koefisien variabel fungs tujuan menunjukkan bahwa koefisien variabel penggunaan
lahan untuk pertanian dan industri (koefisien variabel X1 dan X2) menunjukkan pengaruhnya yang peka
terhadap perubahan nilai fungsi tujuan, namun tidak mempengaruhi komposisi penggunaan lahan. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas penggunaan lahan untuk pertanian dan industri dengan
memanfaatkan luas lahan yang tersedia, masih dapat meningkatkan pencapaian PDRB yang maksimal.

Sebagai masukan untuk kebijakan pengaturan penggunaan lahan disarankan hal-hal sebagal berikut:

- Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengal okasikan komposisi penggunaan lahan yang optimal pada
masing-masing kabupaten dan kotamadya berdasarkan kondisi dan keterbatasan masing-masing kabupaten
atau kotamadya sehingga dapat menciptakan PDRB yang optimal pada tingkat kabupaten/kotamadya
maupun pada tingkat propinsi.

- Perlu dilakukan peninjauan ulang dan reviss RTRWP untuk mencapai kondisi penggunaan lahan yang
optimal sehingga pencapaian nilai PDRB dapat maksimal. Namun perlu dipertimbangkan bahwa dalam
penelitian ini fungsi tujuan yang dirumuskan adalah memaksimalkan output atau pendapatan, belum
mempertimbangkan aspek pemerataan, lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk
peninjauan ulang RTRWP terlebih dahulu perlu disempurnakan fungsi tujuan sehingga semua aspek dapat
dipertimbangkan.

- Mélihat implikasi yang akan terjadi jika alternatif 2.c akan diterapkan maka perlu dilakukan:

a. Untuk meningkatkan PDRB namun tidak mengubah komposisi penggunaan lahan optimal dapat
dilakukan dengan meningkatkan produktivitas atau nilai tambah bruto per hektar penggunaan lahan
pertanian.

b. Upaya pengendalian perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi kegiatan non pertanian,
terutama berkaitan dengan aspek lokasi yang diijinkan berubah dan tidak diijinkan berubah. Terutama pada
wilayah-wilayah pertanian dengan produktivitas per hektar yang tinggi perlu dipertahankan agar pencapaian
PDRB tetap maksimal.

c. Perlunya pengendalian dalam mengal okasikan luas penggunaan lahan untuk industri, permukiman,
perdagangan, jasa dan lainnya pada wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya

- Antisipasi yang perlu dilakukan bilakondisi kebijakan pada aternatif 2.c akan diterapkan, yaitu:

a. Penggunaan lahan untuk industri, permukiman, perdagangan, jasa dan kegiatan lainnya akan meningkat
sehingga perlu dikaji masalah lingkungan yang akan terjadi seperti polusi, kemacetan dlil.

b. Adanya peningkatan kebutuhan listrik, bagaimana antisipasi penyediaannya.

c. Masalah penduduk yang akan masuk karena adanya dayatarik kegiatan bagi penduduk dari luar Jawa
Barat, yang tentunya akan menimbulkan berbagai masalah dalam pelayanan penduduk oleh pemerintah
daerah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.



